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ABSTRAK

TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN
CARA MEMBAKAR HUTAN (Suatu   Penelitian di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 52) pp., tabl, bibl.

Airi Safrijal, S.H., M.H
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h
dikatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar”. Selanjutnya dalam Pasal 108 dijelaskan bahwa “setiap orang yang
melakukan pembakaran lahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3000.000.000,00 (tiga
milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.
Namun pada kenyataan meskipun sudah diatur didalam Undang-Undang akan
tetapi perbuatan tersebut masih terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri
tapaktuan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya
tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, untuk menjelaskan
penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara
membakar hutan, serta menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan
tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui dua
pendekatan yaitu, penelitian kepustkaan (library research), untuk memperoleh
data sekunder dengan cara mempelajari literatut-literatur, buku-buku, teori-teori
dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode penelitian lapangan (field
research), untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara
dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembakaran hutan
adalah dari segi waktu yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih murah, dan
tingkat pendapatan yang relatif rendah. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku
tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan yaitu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 3000.000.000.00
(tiga milyar rupiah), namun hukuman yang diberikan itu belum semaksimal
mungkin, karena hukuman yang dijatuhkan masih terlalu ringan. Hambatan dalam
penanggulangan yaitu hambatan yuridis, minimnya saksi ahli dibidang
kehutanan/perkebunan, lemahnya koordinator antar penegak hukum, hambatan
masyarakat dan hambatan lokasi. Upaya dalam penanggulangan yaitu upaya
preventif dan represif.

Disarankan kepada seluruh aparat penegak hukum maupun instansi yang
terkait agar lebih sigap dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat dan
dapat bekerjasama dalam menjaga keamanan lingkungan hidup.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan lahan adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan

tata ruang dan tata letak lahan sampai dengan pembukaan lahan secara fisik.

Membuka lahan merupakan pekerjaan teknis yang mudah dilakukan, asalkan

tersedia peralatan dan sumber daya yang mudah dibutuhkan. Seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan akan

lahan, baik untuk pemukiman maupun prasarana lainnya, maupun untuk lahan

pangan dan lain sebagainya. Salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan akan

lahan yang terus bertambah hal tersebut adalah dengan membuka lahan-lahan

baru. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka kegiatan pembukaan

lahan telah terjadi dan akan terus terjadi sepanjang kehidupan manusia dibumi dan

baru berhenti setelah tidak ada lahan lagi yang akan dibuka.

Berbagai metode pembukaan lahan telah dipraktekkan. Teknik bakar adalah

salah satu teknik yang sering digunakan oleh perusahaan untuk meremajakan

perkebunan miliknya atau menambah jumlah lahan yang ada. Meskipun teknik ini

sangat mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar, banyak dampak negatif

yang diberikan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti udara

yang tercemar oleh asap pembakaran dan sumber air yang berada tak jauh menjadi

kotor karena abu yang bertebangan.
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Masih kurangnya pengawasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap

hutan yang dimiliki Negara ini, membuat banyak orang yang semena–mena

mengatasnamakan bahwa lahan yang mereka tempati adalah lahan miliknya.

Ditambah kurang tegasnya hukum yang mengatur tentang pembakaran hutan

menambah kekacuan yang dimiliki oleh negara ini. Masih adanya oknum dalam

pemerintahan yang bermain dengan para perusahaan untuk mempermudah

jalannya pengurusan berkas–berkas yang dibutuhkan meskipun persyaratan yang

dibutuhkan belumlah terpenuhi. Seperti proses pengolahan limbah dan

pembenahan lingkungan yang berada di sekitar lingkungan perusahaan.

Saat ini sering terjadi pembukaan lahan secara besar-besaran yang banyak

dilakukan oleh berbagai perusahaan besar. Sudah tak terhitung lagi berapa kali

kebakaran hutan sering melanda negeri ini. Bahkan sudah menjadi rutinan yang

terjadi setiap musim kemarau tiba. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

menyebutkan bahwa penyebab terjadinya land clearing yaitu kebakaran hutan

karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu

yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan

yang diberikan pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan

menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan

oerkebunan sawit serta penegakan yang lamban untuk menyikapi tindakan konversi

dan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin mengkhawatirkan, bukan

hanya manusia yang mengalami kerugian namun makhluk hidup lain seperti hewan

dan tumbuhan juga terancam kehidupannya. Salah satu akibat kerusakan
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lingkungan adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh kabut asap. Kabut asap

menyebabkan dampak buruk dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai akibat yang

ditimbulkan, misalnya mengganggu stabilitas nasional seperti terganggunya

aktifitas belajar mengajar di sekolah, peningkatan pasien infeksi saluran

pernapasan, dan mengganggu jadwal penerbangan.

Penyebab utama dari adanya kabut asap itu adalah kebakaran yang

melanda hutan dan lahan gambut, kebakaran hutan memiliki dampak yang bersifat

eksplosif yaitu memusnahkan dalam wakttu yang singkat dengan areal yang luas.

Kegiatan membakar hutan itu sendiri sangat dilarang oleh pemerintah karena

termasuk hal yang merusak lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 69 ayat (1) huruf h dikatakan

bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara

membakar”. Selanjutnya dalam Pasal 108 dijelaskan bahwa “setiap orang yang

melakukan pembakaran lahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 ayat (1)

huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3000.000.000,00 (tiga milyar

rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. Pasal

116 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa “orang yang memberi perintah untuk

melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan

kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengatur tentang pertanggungjawaban
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pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu

mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian, harus terlebih

dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Kebakaran/pembakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak terhadap

kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap

yang di timbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, pembakaran

hutan atau lahan merupakan kejahatan. Berikut adalah pasal sanksi pidana bagi

pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat

(3) huruf d dikatakan bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”. Selanjutnya

dalam Pasal 78 ayat (3) dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar

ketentuan sebagamana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah)”. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (4):

juga di jelaskan bahwa “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00

(satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Walaupun larangan pembukaan lahan dengan cara membakaran hutan

sudah diatur secara tegas oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan,

namun pada kenyataan masih banyak pihak yang mengabaikan dan melanggar

peraturan tersebut, sehingga pembakaran hutan d an lahan masih saja terus terjadi.
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Pembakaran hutan dan lahan di Indonesia terus-menurus terjadi dengan alasan

diantaranya :

1. Perkebunan kelapa sawit dan usaha lainnya.
2. Penegakan hukum yang belum optimal.
3. Saling lempar tanggung jawab akibat adanya celah pada hukum.
4. Untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit yang seakan terjadi pembiaran.
5. Adanya ketimpangan penguasaan lahan di wilayah-wilayah kebakaran

hutan dan lahan.
6. Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang terus berjalan,

akibat nya kebakaran hutan dan lahan juga terus berjalan karena sertifikasi
juga terus berjalan tanpa adanya analisis yang mendalam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 26

dikatakan bahwa : “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau

mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran

dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”. selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (1)

dijelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah

lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan

kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling bnayak

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Kebanyakan pelaku pembakaran hutan adalah korporasi yang membuka

lahan untuk memperluas area perkebunan mereka. Korporasi di Indonesia dalam

waktu singkat berkembang dengan sangat cepat karena sifatnya yang sangat

meluas. Hal lain ditandai juga dengan peranan pemerintah melalui peraturan-

peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya kepada

korporasi. Sering kali korporasi melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dengan

cara yang menyimpang dari hukum yang berlaku. Oleh karena itu kedudukan



6

korporasi sebagai subjek hukum perdata telah bergeser menjadi subjek tindak

pidana dalam hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan

Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Pasal (3) menyatakan bahwa tindak pidana

oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan

hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di

luar lingkungan korporasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembukaan lahan

dengan cara membakar hutan ?

2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

pembukaan lahan dengan cara membakar hutan ?

3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana

pembukaan lahan dengan cara membakar hutan ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari

pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Pidana.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanaya
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mengkaji mengenai Tindak Pidana Dalam Melakukan Pembukaan Lahan

Dengan Cara Membakar Hutan.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di

kemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam

melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.

2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

dalam membuka lahan dengan cara membakar hutan.

3. Untuk mejelaskan apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan

tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu

diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan

dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas

data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap

orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar

hukum tauapun tidak sesuai dengan perundang-undangan.
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b. Pembukaan lahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam usaha tani

yang didalamnya terdapat perencanaan tata ruang dan tata letak yang

kegiatannya meliputi pengukuran areal, pembangunan impra struktur,

dan pembersihan lahan sampai dengan lahan siap.

c. Pembakaran hutan adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan

maksud tertentu, pembakaran hutan yang penjalaran apinya bebas serta

mengkomsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput,

ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, tunggak pohon, gulma,

semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.

d. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat pepohonan

dan tumbuhan lainnya.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian akan dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan

Tapaktuan Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus pembakaran hutan.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait,

meliputi Pelaku, Hakim Pengadilan Negeri Tapak Tuan, Kepala Dinas

Lingkungan Hidup, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Polres Aceh

selatan, kepala BKPH Tapaktuan (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan)

dan  WALHI.
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3. Teknik Penentuan Sample Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan

secara“purposive sampling”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa

responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti

dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel

penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Responden

a. Hakim Pengadilan Tapaktuan : 1 Orang

b. Pelaku : 1 Orang

c. Jaksa penuntut umum

d. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Selatan

2. Informan

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

b. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

c. Kepala BKPH Tapaktuan (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan)

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian inidilakukan

dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan

(fieldresearch).

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder

dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, mengutip dan
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dan membaca buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal yang berhubungan

dengan pokok materi pembahasan.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan

melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkopoten di

kabupaten Aceh Selatan.

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil

penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk

menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari

responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian

dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab

permasalahan yang telah dirumuskan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam

empat Bab yaitu Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang Latar

Belakang Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian

dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan,

yang berisi yaitu Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pembakaran Hutan

dan Jenis Tindak Pidana Kehutanan, Teori Faktor Penyebab Terjadinya

Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan dan Teori Pemidanaan.
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Bab III Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar

Hutan, tentang pembahasan maupun analisis yang berisi Faktor Penyebab

Terjadinya Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan,

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan

Cara Membakar Hutan serta Upaya penanggulangan Tindak Pidana

Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan.

Bab IV sebagai bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa Pidana adalah

kejahatan tentang penipuan, pembunuhan, perampasan dan penganiayaan dan

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu1. Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan

dalam kepustakaan tetang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,

sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa

pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu

istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah

yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada

peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak

dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana,

sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai

sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

1 Amad, Muda, A.K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, Yogyakarta,
2006, hlm 418
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Menurut Van Hamel : Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifssat

khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk

menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari

ketertian hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena

orang tersebut telah melannggar suatu peraturan hukum yang harus

ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons menyatakan bahwa Pidana adalah suatu penderitaan

yang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan

suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Disisi

lain Sudarto berpendapat bahwa Pidana adalah penderitaan yang sengaja

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh berpendapat bahwa Pidana adalah

reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja

ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Menurut Ted Hondorich bahwa

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman

yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

Menurut kamus bahwa tindak pidana adalah perbuatan/tindakan yang

merusak wibawa, martabat dan nama baik2. Berkaitan dengan asas hukun

pidana yaitu Green starf zonder schuld, actus non facit  reum nisi mens

sirrea, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka perngertian

tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak

pidana.

2 Ibid .hlm 264
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Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau

yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting.

Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu

rumusan tindak terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan

opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua

unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya,

maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan

manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan

terlarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat

dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif , unsur

objektif dan unsur formal dalam perbuatan pidana.

a. Unsur Subjektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, yaitu :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, maksud atau voornemen pada suatu

percobaan atau pooging;
3. Macam-macam maksud atau ogmerk seperti yang terdapat misalnya

didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,
pemalsuan, dan lain-lain;

4. Dalam Pasal 340 KUHP, merencanakan terlebih dahulu atau
voorbedachte raad terdapat dalam kejahatan pembunuhan;

5. Dalam Pasal 308 KUHP, perasaan takut yang diantara lain terdapat
dalam rumusan tindak pidana.
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b. Unsur Objektif, merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yaitu :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;

2. Dalam Pasal 415 KUHP, kwalitas dari si pelaku, misalnya keadaan

sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan, atau

dalam Pasal 398 KUHP dimana keadaan sebagai pengurus atau

komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

c. Unsur formal dalam perbuatan pidana menjadi :

a) perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak
berbuat yang termasuk perbuatan da n dilakukan oleh manusia.

b) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan di
hukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah
mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu
kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana,
maka tidak ada tindak pidana.

c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP
mengatur tentang hukuman yang yang berbeda berdasarkan tindak
pidana yang telah dilakukan.

d) Dilakukan orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan
yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang
melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu
dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat
perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan
kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang
memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-
undang.

e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak
sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
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Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan
jiwanya.3

B. Pengertian Pembakaran Hutan dan Jenis Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Pembakaran Hutan

Dimasa lalu membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk

membuka lahan. Pada awalnya banyak praktek oleh para peladang tradisional

atau peladang berpindah. Namun karena biayanya murah praktek membakar

hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan.

Dilingkup ilmu kehutanan ada sedkit perbedaan antara istilah kebakaran hutan

dengan pembakaran huta. Pembakaran hutan identik dengan kejadian yang di

sengaja pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan. Gunanya untuk

membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan

kebakaran hutan lebih pada kejadian yang tidak disengaja dan tak terkendali.

Pada prakteknya proses pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan memicu

kebakaran.4

Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi. Bahkan

lebih besar dibanding konversi lahan untuk pertanian dan illegal logging.

Definisi pembakar hutan menurut pakar kehutanan Bambang Hero Saharjo,

pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud

tertentu, pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkomsumsi bahan

bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang

3Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Hukum Pidana,Cetakan-1,Pradnya Paramita, Jakarta 2004,
hlm. 102

4 Jurnalbumi.com.home.peristiwa di akses tanggal 24 oktober 2018
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tetap berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-

pohon.5

2. Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Jenis Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang

diancam hukuman penjara sebagai berikut.6

1) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan

kerusakan hutan

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999, yaitu barang siapa dengan sengaja merusak sarana

dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja melakukan

perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliyar rupiah.

Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan

pada orang perorangan, sedangkan terhadap perbuatan yang menimbulkan

kerusakan dikenakan pada orang atau badan hukum korporasi.

2) Membakar hutan

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena

kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan.

Bagi orang yang sengaja memabakar hutan diancam hukuman penjara

paling lama 15 tahundan denda paling banyak sepuluh miliyar rupiah.

Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam

hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak llima

5 Saharjo, B.H. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlukah
Dilakukan. Departemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan.2003

6 Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan (Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012), h. 26.
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miliyar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 41 Tahun

1999).

3) Menebang pohon dan memiliki hasil hutan dengan illegal

Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan menebang pohon,

memanen atau memungut hasil hutan atau didalam hutan tanpa hak atau

ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan

denda paling banyak lima miliyar rupiah. Termasuk perbuatan yang

diancam pasal ini adalah barang siapa menerima, membeli atau menjual,

menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang

diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau

dipungut secara tidak sah.

4) Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang

tanpa izin

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 (5) jo pasal 38 (4) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah barang siapa melakukan penambangan

dengan pola terbuka dikawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan

penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa izin

dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak

lima miliyar rupiah.

5) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barang siapa dengan

sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak
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dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,

diancam pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak

sepuluh miliyar rupiah (Pasal 78 (6) jo Pasal 50 (3) Undang-Undang Nomor

41 Tahun 1999).

6) Mengembalakan ternak

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barang siapa

dengan sengaja mengembalakan ternak dikawasan hutan yang ditunjuk secara

khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling

lama 3 tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

7) Membawa alat-alat berat tanpa izin

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barang siapa dengan

sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lain yang tak lazim atau patut

diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan

tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama 5

tahun dan denda paling banyak lima miliyar rupiah (pasal 78 (8) Undang-

undang Nomor 41 Tahun 1999)

8) Membuang benda-benda yang berbahaya

Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah

barang siapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat

menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan  atau

keberlangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun

dan denda paling banyak satu miliyar rupiah (Pasal 78 ayat 10 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999).
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9) Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 (12) Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 ini yaitu barang siapa dengan sengaja mengeluarkan,

membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi

undang-undang tanpa izin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara

paling lama 3 tahun dan denda paling banyak tiga milyar rupiah.

C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang di berikan orang untuk

menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan

demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut

bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif,

yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang

di sebut kejahatan oleh sesorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai

suatu kejahatan.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan

pendapat diantara para sarjana Soerjono Soekamto membedakan pengertian

kejahatan secara sosiologis. Di tinjau dari segi juridis dan pengertian

kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan

Undang-undang. Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan

kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si
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penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya

keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.7

Adapun sebab timbulnya suatu kejahatan menurut beberapa teori sebagai

berikut:8

a. Teori klasik

Teori ini mulai muncul di inggris pada pertengahan abad ke-19 dan terbesar

di Eropa dan Amerika. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia

berdasarkan pertimbangan rasa rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap

manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana

yang nmendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Setiap orang yang

melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang di

peroleh dari perbuatannya. Semua orang melanggar Undang-undang tertentu

harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa,

kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainya. Hukuman yang

dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari

pelanggaran Undang-undang tersebut.

b. Teori psikogenesis

Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang

dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan, antara lain faktor kepribadian,

intelegensi, fantasi, konflik batin, emosi, dan maotovasi seseorang.

7 Soerjono Soekamto, dkk, kriminologi suatu Pengantar,Ghalia Indonesia, Jakarta 2001,
hlm. 53

8 Kartini Kartono, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.
25.



22

c. Teori Sosiogenesis

Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang.

menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor

sosial dan kultur sangat mendominasikan struktur lembaga dana peranan sosial

terhadap individu di tengah masyarakat, di tengah kelompoknya, maupun

terhadap dirinya sendiri.

d. Teori Subkultur

Teori ini sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Bonger, Sutherlan, Von

mayr, dan penganut Mazhab lingkungan memandang faktor lingkungan sebagai

sebab kejahatan seperti :9

1. Lingkungan yang memberi kesemapatan akan timbulnya kejahatan

2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh

3. Lingkungan pergaulan berbeda-beda (differential association)

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan sifat

suatu struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar,

tetangga dan masyarakat yang di diami oleh orang tersebut.

D. Teori Pemidanaan

Pemidanaa bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya

9Ninik Widyanti, Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya, Bina Arkasa, 1987,
hlm.58
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diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai

penghukuman.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana

formil sebagai berikut :10

1. Hukum Pidana Materil

Adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana,

menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum,

menunjukkan orang dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas

pelanggaran pidana.

2. Hukum Pidana Formil

Adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara

mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang

dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara

bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh

keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga bagian yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings Theorien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang

telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh

Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana

tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana

10 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik hukum pidana, Sinar Grafiik, Jakarta, 2005, hlm.
2
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merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan

tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah

pembalasan.

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi

pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini

mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-

mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan

tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan

suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan

dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk

membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut vos bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas

pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif

adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara obyektif adalah

pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.11

2. Teori Relatif atau Tujuan (Doeltheorien)

11 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta 2004, hlm 31
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Teori relatif atau teori tujuan, perpokok pangkal pada dasar bahwa

pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam

masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar

suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana

mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau

membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap

mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa :12

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku

tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi

masyarakat menuju kesejahtraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada

tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,

maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana

pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale prevente) yang dijatuhkan

kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang

ditujukan ke masyarakat. Teori relatf ini bezarasas pada tiga tujuan utama

pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif

(prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku

kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk

menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku

12 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11.
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agar tidak mengulangi perbuaannya, maupun bagi publik sebagai langkah

panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat

jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan,

sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-

hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di

masyarakat.

1. Teori Gabungan Modern (vereningings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan

pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip

relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini

bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan

sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab

tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan

perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan

pandangan sebagai berikut.13

1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu
tujuan gejala masyarakat.

2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan
pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-

13 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam
Proses Pidana Liberty, Yogyakarta, hlm 47
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satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri
akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya
sosialnya.

Pandangan diatas mebunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar

pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan

terpenting adalah memberikan pemidanann dan pendidikan. Dari uraian di

atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu

dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang

melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan

untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan

sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat terssebut

sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari

suatu pemidanaan tidak dapat hindari.

E. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam usaha untuk penanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu

preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan represif (usaha

setelah terjadinya kejahatan). Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh

dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik

kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya

penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.
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Ali Masyar mengemukakan Policy sebagai suatu takti dan strategi yang

diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu polocy memuat 3

(tiga) elemen yaitu:14

a) Identifikasi dari tujuan yang dicapai.
b) Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan

yang diinginkan.
c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksaan secara

nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Muhari, pembaharuan hukum pidana pagi penegakan

hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional

sebagai berikut :

a) Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang
berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.

b) Hukum pidana harus dapat menyesuaikan dengan kecenderungan-
kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan
masyarakat beradab.

c) Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat
preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak
pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan
perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.

d) Hukum pidana harus slalu tanggap terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas
fungsinya didalam masyarakat.15

Politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat

untuk menanggulangi kejahatan, yang secara garis besar upaya

penanggulangan dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal

dan pendekatan non penal. Politik kriminal tidak terlepas dari kebijakan

yang lebih luas yakni kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan

kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat.

14 Ali Masyar, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesi,
Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.19

15 Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averroes Pres, Malang, 2002,
hlm.12,14
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Politik kriminal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksana

upaya penal dan upaya non penal, konsekuensi logis tersebut terkait

dengan integralitas pelaksanaan politik kriminal terhadap politik sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan

pendekatan kebijakan, dalam arti ada  keterpaduan (integralitas) anatar

politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya

penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan

diintergrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan

pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan

bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk

menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam

hubungan keseluruhan politik kriminal atau ”planning for social defence”.

Social Defence Planning ini pun harus merupakan bagian yang integral

dari rencana pembangunan nasional.16

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis

besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat

jalur non penal (bukan /diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah

dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih

menitikberatkan pada sifat represih sesudah kejahatan terjadi, sedangkan

16 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm.113
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jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum

kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena

represih pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif

dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada

masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau

tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan

kejahatan.

Untuk menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-

usaha menegak sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku

yang telah diputuskan bersalah mengenai penggunaan hukuman. Dari

usaha-usaha tersebut yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum

terjadinya kejahatan dari pada memperbaiki pelaku yang telah melakukan

kejahatan. Soejono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha

sebagai berikut :

1. Prevensi kejahatan dalam arti kata kuat meliputi tindakan preventif
dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha
penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi
penegakan kejahatan secara umum.

2. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan
rehabilitasi sosial.

3. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus
meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
b) Peradilan yang objektif
c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
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d) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah
yang serasi

e) Pembinaan organisai kemasyarakatan
f) Partisipasi masyarakat
g) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan

timbulnya kejahatan.17

Menurut pendapat Soejono D, yang merumuskan sebagai berikut :

Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dan

dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga maka masyarakat juga

dibebankan kewajiban untuk demi keselamatan dan ketertibannya, secara

keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi

kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan

mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk

turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan

semaksimal mungkin.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu

preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan represih (usaha setelah

terjadinya kejahatan). Berikut ini di uraikan pula masing-masing usaha tersebut.

1.  Tindakan preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau

menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A Qirom Samsudin M,

17 Soejono D, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung 1984, hlm.20
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dalam untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah lebih baik dari pada

mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi

biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau

mencapai tujuan.18

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang
terpenting adalah :

1.Prevensi kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi dan prevensi dalam
arti sempit.

2.Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi
a. Moralistik yaitu luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral

seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.
b. Abalionistit yaitu berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan

dengan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab
timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi rakyat untuk
mencegah kejahatan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi
(pengangguran), kelaparan, mempertinggi peradaban dan lain-lain.

3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan
dengan berusaha menciptakan :

a. Sistem organisasi dan perlengkapan yang baik
b. Sistem peradilan yang objektif
c. Hukum (perundang-undangan) yang baik

4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan patroli yang teratur.
5. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi

kejahatan pada umumnya 19

Pendapat lain menyangkut pencegahan kejahatan yang bersifat langsung,

Ninik Widyanti dan Yulius mengatakan bahwa:

1. Pengamanan objek kriminalistik dengan sarana fisik untuk mencegah
hubungan antara pelaku dan objek dengan sebagai sarana pengmanan
pemberian pagar, memasukkan kamar besi dan lain-lain.

2. Pemberian/penjaga pada objek kriminalitas.

18 A Qirom Samsudin M.A. Sumaryono E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi
Psikologis dan Hukum, liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

19 W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnoen,
Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm.15
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3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan
lingkungan, menambah penerangan lampu mengubah bangunan jalan dan
taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.

4. Perbaikan lingkungan yang merupakan struktur sosial yang mempengaruhi
terjadinya kriminalitas, misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan
pendapatan seseorang.

5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas,
misalkan mencegah hubungan antara pelaku dengan korban.20

2. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilahirkan oleh operatur

penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.21 Tindakan Represif lebih

dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu antara lain

dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya tindakan

itu sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan

datang. Tindakan Represif itu meliputi cara aparat penegak hukum dalam

melalarkan penyelidikan lanjutan, penuntunan pidana, pemeriksaan di pengadilan

eksekusi dan seterusnya sampai peminaan narapidana. Penanggulangan kejahatan

secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik rehabilitas, menurut Cressen

terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tekhnik rehabilitas, yaitu:

2. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat,
sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat, hukuman
kurungan.

3. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat berubah menjadi orang biasa
selama menjalankan  hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan
konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan
diri dengan masyarakat.

Tindakan represif dapat juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu

suatu usaha menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana)

20 Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan Masyarakat dan Penanggulangannya,
Bina Arkasa, Jakarta, 1987, hlm 32.

21 Soejono D,Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bnadung 1984, hlm 32
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terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan

memperbaiki si pelaku yang membuat kejahatan, jadi lembaga pemasyarakatan

bukan hanya sebagai tempat hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi merupakan

juga tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi atau melakukan

lagi kejahatan yang pernah dilakukan.
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BAB III

TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan
Cara Membakar Hutan

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati, didalamnya hidup

beraneka ragam mahkluk hidup yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi

yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hutan memiliki nilai penting bagi masyarakat

yang bermukim di dalam dan di sekitarnya, termasuk pemerintah daerah dan

pemerintah pusat. Sebagai sumber daya alam hayati, hutan dapat dikelola dan

dimanfaatkan secara lestari untuk menjunjung program pembangunan

berkelanjutan.

Namun demikian apabila dikelola dengan tidak bijaksana, hutan dapat

musnah dan keanekaragaman hayatinya akan punah. Berdasarkan  hasil penelitian

ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembukaan lahan dengan

cara membakar hutan

1. Faktor dari segi waktu yang lebih cepat.

Dalam membuka lahan dengan cara alami memerlukan waktu

yang lama untuk menunggu pohon yang sudah ditebang untuk

terdekomposisi atau terurai dengan alami, bisa mencapai berbulan-

bulan untuk bisa melakukan pembukaan lahan baru, bahkan ada yang

sampai tahunan, dari hal itulah target perusahan terkadang bisa

terhambat untuk melakukan lahan. Apabila dilakukan dengan proses
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membakar maka hanya memerlukan beberapa minggu atau dalam

hitungan hari saja untuk membuka lahan tergantung dari luas hutan

dan diameter pohon yang tumbuh.1

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan

Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrest Aceh Selatan Iptu Irwansyah SE,

umumnya pelaku kejahatan pembukan lahan dengan cara membakar hutan

di Kabupaten Aceh Selatan yaitu mereka dengan faktor waktu dan biaya

yang lebih murah. Adapun rata-rata pelaku kejahatan tersebut adalah

korporasi.2

2. Faktor dari segi biaya yang relatih lebih murah

Efisien dari segi pembiayaaan yang harus di keluarkan, jika

menggunakan teknik tanpa bakar maka akan banyak menggunakan

alat berat, mulai dari pemotongan, penyewaan alat berat, penggunaan

SDM untuk mengoperasikan lahan tersebut dan lain sebagainya. biaya

yang di butuhkan untuk membuka lahan tanpa bakar memmbutuhkan

kurang lebih Rp. 3,4 juta per hectare. Sedangkan untuk teknik dengan

cara membakar hanya memerlukan bahan yang mudah terbakar untuk

memicu timbulnya api. Jika hutan ditumbuhi rerumputan atau pohon

yang tidak terlalu tinggi, maka tidak diperlukan pemotongan.

Namun untuk pohon yang memiliki diameter yang besar, maka

diperlukan untuk pemotongan terlebih dahulu. Untuk biaya membuka

1 Rizal Akmal, Kabag  Humas, Polresta Aceh Selatan. Wawancara, Hari Selasa, Tanggal
06 Februari 2019, pukul 14:30 wib.

2 Iptu Irwansyah, Kasat Reskrim Polresta Aceh Selatan. Wawancara, Hari Selasa, tanggal
06 Februari 2019.
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lahan dengan dibakar hanya membutuhkan Rp. 600-800 per hectare

dan untuk membayar orang untuk membakar hanya membutuhkan

dana Rp. 500-700 ribu untuk membakar lahan yang memiliki luas

rata-rata seluas 10 hectare. Dari sini terlihat perbedaan untuk

pengeluaran yang sangat besar, ditambah lagi tenaga manusia yang

digunakan adalah masyarakat sekitar yang upahnya relatif rendah dari

pada harus mendatangkan dari luar daerahnya.

3. Tingkat pendapat yang relatif rendah

Tingkat pendapat yang relatif lebih rendah ini yang mengakibatkan

masyarakat individu maupun kelompok perusahaan terpaksa memilih

teknik pembakaran hutan guna membuka lahan perkebunan mereka karena

teknik bakar ini merupakan alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk

pembukaan lahan.3

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembukaan
Lahan Dengan Cara Membakar Hutan

Pembakaran hutan merupakan kegiatan yang melanggar peraturan

perundang-undangan, yaitu membuka lahan dengan cara membakar hutan

didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak milik dan atau pemegang ijin

melakukan pembukaan lahan melebihi dari jatah lahan yang telah ditetapkan

dalam perizinan. Praktik pembakaran hutan merupakan suatu rangkaian

3 Muhammad Nur, Ketua Walhi, Nur, Ketua Walhi, wawancara, hari senin, tanggal 11
februari 2019
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kegiatan pembukaan lahan untuk memerluas area perkebuan yang ada.

Perbuatan yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan di

pandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan dan berdampak

pada timbulnya kerugian baik dar aspek ekonomi, ekologi maupun sosial

budaya.

Bahwa pelaku pembakaran hutan untuk membuka lahan areal

perkebunan termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang. Hal ini

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan guan membuka lahan

yang tidak sesuai dengan perundang-undangan maka di ancam dengan hukuman

pidana, sebagaimana disebutkan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h dikatakan bahwa

“setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Selanjutnya dalam Pasal 108 dijelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan

pembakaran lahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, di

pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3000.000.000,00 (tiga milyar

rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan ini

disebabkan biaya yanag murah dan tidak menggunakan waktu yang lama dalam

membuka areal lahan perkebunan yang baru, hal lain yang menyebabkan

semakin meningkatnya pembakaran hutan adalah minimnya jumlah petugas

keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh
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pemerintah dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana pembukaan

lahan dengan cara membakar hutan.4

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menyidangkan

dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pembukaan lahan

dengan cara membakar hutan. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tapaktuan di dalam amar putusannya menyatakan sudah sesuai dengan

Undang-Undang yang berlaku, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana pembukaan

lahan dengan cara membakar hutan.

Tabel 1.1

Kasus Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan

No. Nomor Perkara Perkara Tuntutan Putusan

01 88/Pid.Sus/2014
/PN Ttn

Perlindungan
dan

Pengolahan
Lingkungan
Hidup

Pasal 108 jo pasal 69
ayat (1) huruf h,
Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009

Pidana Penjara
Waktu Tertentu

(3 Tahun) Pidana
Denda

Rp.
3.000.000.000.00;

Subsider
Kurungan (2
Bulan)

4 Rahma Novatiana, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, wawamcara, hari Selasa,
tanggal 06 Februari 2019
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02 52/Pid.B/LH/201
8/PN Ttn

Hal-hal yang

mengakibatka
n

Kerusakan dan
Pencemaran

Lingkungan

Pasal 48 ayat (1) jo
pasal 26 Undang-
undang Nomor 18
Tahun 2004

Pidana Penjara
Waktu Tertentu

(1 Bulan 23 Hari)
Pidana Denda

Rp.3.500.000.00;

Subsider
kurungan (8 Hari)

Sumber : http://sipp.pn-tapaktuan.go.id/list_perkara/search

Penerapan pidana terhadap pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Aceh

Selatan sudah sesuai Undang-Undang, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak

pidana yaitu sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.

3.000.000.000.00; (tiga milyar rupiah) namun pertimbangan hakim dalam memberikan

keputusan dalam perkara lebih dahulu melihat fakta-fakta atau perbuatan yang

dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-

fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan, apakah perbuatan

terdakwa sendiri dapat dipidana, dan selanjutnya menyusul dicantum keputusan. Untuk

dapat menerapkan sesuatu ketentuan pidana harus ditetapkan pula apakah perbuatan

dari terdakwa memenuhi segala unsur tindak pidana pembukaan lahan dengan cara

membakar hutan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembukaan lahan

dengan cara membakar hutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan

menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang yang telah diterapkan yaitu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hakim telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan
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bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan makhluk

hidup lainnya.5

C. Hambatan dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan

1. Hambatan   dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembukaan
Dengan Cara Membakar Hutan

Pembakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh orang-orang atau

perusahaan yang ingin memperluas areal lahan perkebunan mereka. Mereka

melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan agar lebih hemat

dan mempersingkat waktu.

Berkembangnya kasus pembakaran hutan, maka akibat yang

ditimbulkan dari pembakaran hutan ini sangatlah besar, karena perbuatan

tersebut tidak saja merugikan masyarakat dan negara tetapi juga menimbulkan

kerusakan hutan secara global. Selain itu, pembakaran hutan berdampak pada

kerusakan lingkungan seperti gundulnya suatu kawasan hutan, erosi tanah dan

timbulnya  banjir.

Melihat kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus

pembakaran hutan baik sengaja atau tidak sengaja yang terjadi, hal ini

5 Rahma Novatiana, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, wawamcara, hari selasa,
tanggal 06 Februari 2019
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mengindikasikan bahwa kurang tegas serta rendanya hukum yang ada dalam

menangani kasus pembakaran hutan terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

Sehingga dalam penegakan hukum terhadap pembakaran hutan mengalami

berbagai hambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:6

1. Hambatan Yuridis

Dalam kasus pembakaran hutan guna untuk membuka lahan sangat

merugikan masyarakat sekitar sehingga hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Karena pembakaran hutan yang dilakukan secara individu maupun sekelompok

orang tanpa upaya rehabilitas  dan reboisasi hanya akan menimbulkan

kerusakan hutan permanen sehingga mempengaruhi kehidupan berbagai

komponen makhluk hidup yang ada didalamnya. Dengan melihat dampak yang

diakibatkan oleh kerusakan hutan, bahwa faktor penghambat dalam proses

penegakan hukum untuk menanggulangi praktek pembukaan lahan dengan cara

membakar hutan adalah semangat dan mental aparat penegak hukum itu

sendiri. Walaupun perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan

mental aparat penegak hukum baik, maka penegakan hukum dapat terlaksana

dengan baik. Sebaliknya jika perangkat hukumnya bagus dan lengkap, namun

jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja

penegakan hukum tidak akan berjalan dengam baik atau sulit untuk ditegakkan.

2. Minimnya Saksi Ahli di Bidang Kehutanan/Perkebunan

6 Rizal Akmal, Kabag  Humas, Polresta Aceh Selatan. Wawancara, Hari Selasa, Tanggal
06 Februari 2019, pukul 15.00 wib.
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Dalam penanganan kasus pembakaran hutan guna membuka lahan ini

adalah kurangnya saksi-saksi ahli di bidang kehutanan atau perkebunan yang

dapat menghambat penegakan hukum terhadap kasus tersebut.

3. Lemahnya Koordinator antar Penegak Hukum

Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu

hambatan dalam penegakan hukuman bagi tindak pidana pembukaan lahan

dengan cara membakar hutan. Dalam proses peradilan mulai dari penyelidikan

hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum

yang panjang dan sarana /prasarana yang memadai serta membutuhkan

keahlian khusus dalam penangganan tindak pidana pembukaan lahan dengan

cara memakar hutan. Dalam satu instansi tentu tidak memiliki semua

komponen, data/informasi atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam

rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama

yang sinergis antara instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum

terhadap pembakaran hutan. Mengingat pembakaran hutan merupakan

kejahatan yang terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari

pengukuran lahan hingga proses pembakaran.

4. Hambatan Masyarakat

Faktor masyarakat yang tinggal di dalam sekitaran hutan di Wilayah

Kabupaten Aceh Selatan, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang
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termasuk dalam kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan, juga menjadi

salah satu hambatan dalam menanggulangi praktek pembakaran hutan. Hal ini

disebabkan penduduk yang ada di sekitar hutan dalam melakukan praktek

pembakaran hutan guna untuk membuka areal perkebunan mereka untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat yang hidup di dalam dan atau disekitar hutan yang

melakukan praktek pembakaran hutan sangat berdampak pada meningkatnya

laju kerusakan hutan. Hal ini diakibatkan masyarakat belum memahami betapa

pentingnya menjaga hutan.

5. Hambatan lokasi

Faktor lokasi juga menjadi salah satu hambatan dalam penanggulangan

kasus pemakaran hutan tersebut, akibat terlalu jauh nya tempat kejadian

membuat Penyidik Polres Aceh Selatan kwalahan dalam menuju lokasi kejadian.7

2. Upaya dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembukaan Lahan

Dengan Cara Membakar Hutan.

Praktek pembakaran hutan yang tidak yang bisa merusak keindahan

hutan serta merusak kelestarian hutan, dapat mengakibatkan kehancuran

sumber daya hutan yang tudak ternilai harganya. Seperti yang terjadi di

Kabupaten Aceh Selatan kerusakan hutan semakin meningkat, baik itu akibat

7 Iptu Irwansyah, Kasat Reskrim Polresta Aceh Selatan. Wawancara, Hari Selasa, tanggal
06 Februari 2019.
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unsur kesengajaan maupun tidak sengajaan akibat kemarau panjang. Upaya

yang dapat dilakaukan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki kembali

kawasan hutannya yang telah mengalami deforentasi dan degradasi yang cukup

banyak. Mengingat hutan sebagai paru-paru dunia yang sangat penting untuk

dilestarikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang

semakin parah akibat pembakalan liar, tentunya Pemerintah Daerah bersama

unsur-unsur yang terkait perlu melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi

kerusakan hutan yang sedang terjadi saat ini.

Sehubungan dengan hal diatas, maka aparat kepolisian yang dalam hal

ini adalah Polres Aceh Selatan, selaku institusi yang mengemban fungsi

keamanan dan ketertiban diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

rangka ikut mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi

kerusakan hutan yang diakibatkan oleh praktek pembakaran hutan guna untuk

membuka lahan baru.8

Upaya dari pihak  Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tapaktuan

untuk menangani tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi selama ini yaitu

dengan cara melakukan patroli di setiap hutan yang ada di Aceh Salatan dan

bekerjasama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan hidup.9

Pihak Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan juga melakukan sosialisasi terhadap

masyarakat tentang bahayanya melakukan pembakaran hutan guna untuk

membukaan lahan perkebunan bagi individu maupun kelompok.

8 Iptu Irwansyah, Kasat Reskrim Polresta Aceh Selatan. Wawancara, Hari Selasa, tanggal
06 Februari 2019.

9 Muslidar, kepala Bandan Kesatuan Pemangkuan Hutan. Wawancara, Hari Rabu, 17 juli
2019
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Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara

membakar hutan dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (preventif), dan

juga upaya penanggulangan (represif). Untuk menanggulangi praktek

pembakaran hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdapat dua

upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah yakni :10

1. Pendekatan yang bersifat preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan

yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan

jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak

untuk segera dilaksanakan demi mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan

prevenitif dapat dilakukan melalui:

a. Pendekatan kepada masyarakat

Pendekatan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh

Selatan yang langsung bekerjasama dengan Polres Aceh Selatan  dengan

cara menggalang kekuatan dari masryarakat sekitar hutan untuk

menolak praktek pembakaran hutan guan untuk membuka areal

perkebunan. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada di sekitar

hutan merupakan gerbang utama dari praktek pembakaran hutan

tersebut. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah,

diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Mengingat bahwa hutan sebagai paru-paru dunia.

10 Mirjas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Wawancara, Hari Rabu, tanggal 07 Februari
2019
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b. Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan anggota Polres Aceh Selatan

yaitu, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa

pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu dijelaskan

juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan

masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat

pembakaran hutan sangat luas. Tujuannya agar supaya masyarakat

yang bearda di sekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian

hutan tanpa merusaknya.

2. Tindakan represif

Upaya yang dilakukan untuk memberantas praktek pembakaran

hutan guna untuk membuka lahan perlu dilakukan untuk menciptakan

kepastian usaha dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan dalam

menanggulangi kejadian tersebut antara lain :

a. Pembuatan pamplet dikawasan hutan

Pembuatan pamplet larangan hingga pamplet himbauan juga di buat

oleh anggota Polres Aceh Selatan bekerjasama dengan anggota TNI untuk

pembuatan pamplet tersebut. Tujuan dari pembuatan pamplet tersebut

untuk memberi kesadaran kepada masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan

dari pembakaran hutan tersebut.

b. Menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar

Menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku yang telah melanggar ketentuan
tentang kehutanan. Karena hutan sanggat penting bagi kehidupan semua makhluk
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hidup. Oleh karena itu diharapkan semua unsur terkait melakukan koordinasi antara
masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik dan hakim. Dengan adanya
koordinasi antar para penegak hukum. Maka tindakan represif ini harus mampu
menimbulkan efek jera kepada par
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BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada

bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Faktor terjadinaya tindak pidana pembukaan lahan dengan cara

membakar hutan di Aceh Selatan adalah faktor hemat biaya, faktor tidak

memakan waktu lama, pembakaran yang meluas yang mengakibatkan

kebaran, pendapatan yang relatif rendah, besarnya niat masyarakat untuk

membuka lahan untuk perkebunan, lemahnya perencanaan dan

pengawasan hutan.

2. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembukaan

lahan dengan cara membakar hutan di Aceh Selatan sudah sesuai dengan

Undang-Undang yang berlaku, namun meskipun di dalam Undang-

Undang sudah diterapkan Undang-Undang tentang larangan pembakarn

hutan guna untuk membuka lahan, tetapi masih saja terjadi pembakaran

tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja.

3. Hambatan dan upaya yang telah dilakukan dalam

menanggulangi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar

hutan. Dalam segi hambatan adalah hambatan yuridis, minimnya saksi ahli

di bidang kehutanan, lemahnya koordinator antar penegak hukum,

hambatan masyarakat, lokasi. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana

pembukaan lahan dengan cara membakar hutan yaitu upaya preventif
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adsalah suatu tindakan pengendalian sosial yang di lakukan untuk

mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak

diinginkan di masa dimasa mendatang. upaya yang dilakukan  dengan

melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan pembinaan kepada

masyarakat. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembukaan lahan

dengan cara membakar hutan. Upaya represif adalah suatu tindakan

pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran

atau peristiwa buruk. Upaya yang dilakukan yaitu membuat pamplet

larangan dan pamplet himbauan dikawasan hutan dan menerapkan sanksi

bagi mereka yang melanggar.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat aturan,

diharapkan dapat bekerjasama dengan instansi yang berwenang, serta

meningkatkan kembali kinereja aparat penegak hukum karena mereka

adalah panduan terdepan dalam menjaga keamana negara. guna menjerat

para aktor intelektual, dan individu, subjek hukum korporasi yang selama

ini terus menerus melakukan kerusakan lingkungan khususnya dengan

cara membakar hutan.

2. Adanya kerjasama antara masyarakat dengan instansi yang

terkait dalam mejaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak ada lagi

oknum yang melakukan tindak pidana tersebut. Masyarakat juga memiliki

kewajiban berperan dalam penanggulangan kebakaran hutan. Serta
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diharapan seluruh pihak yang terkait, baik itu pemerintah maupun

masyarakat berkontribusi dan berkoordinasi lebih aktif dalam upaya

penanggulangan kebakaran di Indonesia agar bisa segera terselesaikan dan

tidak memicu konflik global. Pemerintah dalam upaya pencegahan

terjadinya bencana yang sama dikemudian hari, hendaknya melakukan

langkah-langkah pencegahan secara terpadu dengan melibatkan berbagai

elemen yang ada dimasyarakat. Tindak pidana pembukaan lahan

perkebunan sudah diatur dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam,

maka kepada aparat pemerintah atau penegak hukum kiranya dapat

memberikan hukuman bagi pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku

3. Disarankan lagi kepada pemerintah daerah serta aparata penegak

hukum agar dapat lebih ekstra dalam melakukan sosialisai atau melakukan

pembinaan kerpada masyarakat agar masyarakat akan lebih paham dalam

memahami betapa pentingnya menjaga hutan yang merupaka paru-paru

dunia.
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